Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
ﬁ JI. Soekarno-Hatta Pematang Aur No 1 38576 (0736)9150013

Pemerintah Kab. Seluma / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Pembuatan Kartu
NPWPD

No. SK :

Per syar atan

1. Berkas Permohonan Lengkap
. Fotocopy KTP

. Formulir Isian

2
3
4. Bukti Lunas PBB P2 Tahun Berjalan
5. Ceklist berkas Lengkap

6

. Cetak NPWPD

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

N

. Menyampaikan pemberitahuan pajak dan permohonan penghitungan pajak

Memeriksa kelengkapan berkas melakukan pengcecekan terhadap NPWPD mencetak SPTPD
Melakukan verifikasi pemberitahuan pajak/SPTPD

Pencatatan dokumen SPTPD

Penyerahan dokumen SPTPD ke WP/penagihan oleh petugas penagihan

Pembayaran pajak ke bank

Validasi setoran pajak daerah

Penerbitan nota perhitungan pajak penerbitan surat ketetapan pajak daerah nihil

Penandatanganan nota perhitungan dan penelitian SKPD nihil

© v ©® N o v & W DN

—_

Penandatanganan SKPD nihil

N
—_

. Pembukuan SKPD nihil

12. Penyerahan dokumen pembayaran pajak (nota perhitungan, SKPD dan SSPD) proses selesai

Waktu Penyelesaian

| 1 Hari

Biaya/ Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Pemerintah Kab. Seluma / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Pembuatan Kartu NPWDP

Pengaduan Layanan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
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